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A. Pendahuluan

Dalam konteks sosial yang terus berkembang, dinamika pernikahan, ketakutan akan
ikatan perkawinan dan fenomena pilihan untuk tidak memiliki anak (childfree). Tren ini
semakin mengemuka di mana beberapa individu atau pasangan memilih untuk tidak
memiliki anak seringkali didasari oleh sebuah ketakutan melahirkan generasi yang lemah
atau ketidapercayaan terhadap kapabilitas negara dalam mengakomodir kebutuhan
mereka (Rambe & Iwan, 2025). Sementara itu, sebuah observasi menunjukkan adanya
dua pola masyarakat yang cukup kontras; sebagian besar masih memandang penting
pernikahan namun tidak menganggap penting putus sekolah sebagai penghalang,
sementara kelompok lainnya menunjukkan tren “marriage is scary” yang mana, mereka
enggan menikah karena berbagai kekhawatiran (Krismono & Dwi Oktaviani, 2025).

Kemunculan sebuah fenomena ini bukan secara kebetulan, melainkan menunjukkan
adanya pergeseran paradigma signifikan di kalangan masyarakat kontemporer. Di sisi
lain hal ini menjadi sebuah kompleksitas pandangan terhadap sebuah institusi keluarga
dan reproduksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi dan budaya yang
membentuk ulang norma-norma tradisional (Riswandi et al., 2025). Apa yang tampil di
media sosial menjadi ukuran utama oleh masyarakat kita, termasuk adanya standar
media sosial terhadap potret kehidupan rumah tangga secara baik maupun buruk. Apa
yang terjadi di dalam institusi keluarga bukan menjadi konsumsi pribadi, melainkan
konsumsi bersama yang kemudian menyebabkan sebagian masyarakat menilai dan
menciptakan standarnya.

Tren “Marriage is Scary” di media sosial, terutama di TikTok, secara signifikan
memengaruhi pandangan remaja Muslim terhadap pernikahan, menyoroti ketakutan dan
ambivalensi yang berakar pada narasi negatif mengenai beban dan tantangan hidup
berumah tangga (Rambe & Iwan, 2025). Ketakutan ini bukan hanya dipicu oleh
representasi media, tetapi juga diperparah oleh stigma sosial dan kesulitan dalam
menemukan pasangan yang sesuai. Di sisi lain, stigma posisi rentan perempuan masih
selalu ada baik dalam lingkup domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi pada anak
juga belum berhenti dan turut menjadi isu yang krusial dan memerlukan perhatian serius
dari berbagai pihak, termasuk negara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan
mereka.



Selain dua fenomena di atas, bicara kerentanan perempuan dan anak erat juga
kaitannya dengan angka perceraian di Indonesia, yang telah mencapai rata-rata 300 ribu
kasus per-tahun di Indonesia, dengan sekitar 50 kasus per-jam (Yaqub, 2023). Kondisi ini
turut menggambarkan sisi kerentanan di mana posisi perempuan seringkali menanggung
beban sosial dan ekonomi yang lebih besar pasca-perceraiannya, termasuk tanggung
jawab pengasuhan anak dan kesulitan dalam hal finansial. Adanya posisi rentan seorang
perempuan dalam hal ini bukan timbul secara tiba-tiba namun terstruktur dan
tersistematis. Seperti perempuan yang bekerja awalnya dan ketika masuk dalam
Lembaga pernikahan, Ia dilarang bekerja oleh pasangannya, sehingga hal ini membatasi
kemandirian ekonomian dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan (Sidqi &
Rasidin, 2023). Pemenuhan nafkah pasca perceraian seringkali tidak memadai,
meninggalkan perempuan dalam kondisi finansial yang genting dan memperburuk
kerentanan ekonomi mereka. Selain itu, Sebagian anak-anak juga turut menjadi korban
dari dampak perceraian, mengalami teknanan emosional dan psikologis yang dapat
mempengaruhi mereka (Syarif, 2022).

Potret fenomena yang terjadi pada sebuah institusi keluarga di era kini menjadi
sebuah arena yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang signifikan, termasuk
juga menuntut analisa mendalam mengenai kerentanan yang dialami oleh perempuan
dan anak-anak di tengah pergeseran nilai. Intervensi negara menjadi suatu hal yang
krusial dalam mengatasi kerentanan ini, mengingat pergeseran paradigma tentang
pernikahan dan keluarga dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial.

Dari uraian fenomena di atas, sejalan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin
jejak lestari dapat diwujudkan, sementara generasi hari ini justru didera ketakutan untuk
memulai sebuah institusi keluarga? dan bagaimana masa depan peradaban jika unit
terkecil pembentuk peradaban sendiri yaitu keluarga, sedang mengalami krisis
kepercayaan. Adapun fenomena yang tumbuh bukanlah sekedar “tren gaya hidup”
semata. Melainkan, itu adalah sebuah alarm keras dari adanya kerentanan perlindungan
perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga dan juga apa saja kebijakan yang telah
dilakukan oleh negara.

Penting negara memahami bahwa kerentanan ini tidak hanya bersifat individual
melainkan juga sistemik, perlu pendekatan holistik, dukungan psikologis serta kebijakan
yang responsif terhadap perubahan dinamika sosial. Negara perlu menyadari bahwa apa
yang kemudian terjadi bukan sesuatu yang diabaikan, melainkan sebuah refleksi dari
ketidakpuasaan mendalam terhadap dukungan sosial dan ekonomi yang tersedia, serta
kurangnya kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka (Sari &
Musyafaah, 2025).

Tidak hanya itu, negara perlu juga melakukan upaya kolektif untuk menciptakan
harmoni berkelanjutan dalam keluarga, yang juga mencakup perlindungan yang kuat bagi
perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kerentanan sosial dan ekonomi.
Bersamaan itu, perlunya mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan perspektif gender
dalam perumusan kebijakan yang relevan untuk memperkuat ketahanan keluarga.



B. Historisitas Perempuan-Anak: Dari Kerentanan Menuju Pemberdayaan
1. Perempuan-Anak Era Jahiliyah dan Konteks Global Pra-Islam

Sejarah mencatat bahwa pada masa Jahiliyah, Perempuan dan anak berada pada posisi
yang sangat rentan. Di Jazirah Arab, derajat Perempuan berada pada tingkat yang sangat
direndahhkan, Mereka kemudian dipandang sebagai makhluk inferior, dirampas hak-
haknya, diperjualbelikan seperti budak, salah satu praktik yang tidak terlupakan dalam
catatan sejarah adalah terjadinya wa’d, penguburan hidup-hidup perempuan sebagai cara
untuk menyelamatakan kehormatan keluarga (Noeralamsyah, 2023).

Fenomena serupa juga terjadi di peradaban lain dan masyarakat tradisional di mana
perempuan mengalami dehumanisasi. Mereka yang disebut perempuan sering kali tidak
mendapati hak atas pendidikan atau partisipasi dalam kehidupan publik. Kondisi ini
menyoroti bagaimana norma-norma sosial dan budaya dapat secara struktural
membatasi peran dan hak-hak perempuan serta membentuk pola kerentanan yang
berulang sepanjang sejarah (Noeralamsyah, 2023). Sehingga tidak jarang ditemui bahwa
keberadaan mereka hanya didefinisikan semata-mata hanya melalui relasinya dengan
laki-laki sebagai anak, istri dan ibu.

Kedatangan Islam pada abad-ke 7 menjadi titik balik dalam sejarah perempuan. Islam
menghadirkan ajaran yang mengangkat harkat dan martabat perempuan, memberikan
hak-hak yang sebelumnya tidak dimiliki, serta menempatkan mereka pada posisi yang
lebih bermartabat dalam masyarakat (Anshor & Muttaqin, 2022). Islam tidak hanya
menghapuskan praktik wa’d tetapi membawa serangkaian regulasi yang mengakui
kemanusiaan dan hak-hak perempuan. Dalam Al-Qur’an Surah Annisa ayat 7 termaktub
di dalamnya,
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Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah
ditetapkan.



Selain itu, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak ekonomi yang jelas
termasuk hak warisan yang diakui secara hukum. Adanya pergeseran ini sangat
fundamental dan bagi pertama kalinya dalam sejarah, perempuan kemudian diakui
sebagai subjek hukum yang setara dalam beberapa aspek yang kemudian mengubah
secara drastis tatanan sosial yang sebelumnya menempatkan mereka pada posisi
marjinal (Anshor & Muttaqin, 2022).

Firman Allah dalam Surah Lugman (31:14)
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Artinya: Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang
tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah
dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan
kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Ayat tersebut juga menggambarkan betapa besarnya pengorbanan ibu-perempuan
yang mengandung selama sembilan bulan dan menyusui selama dua tahun. Apa yang
tercatat tersebut bukan sekedar pengakuan melainkan penetapan tanggung jawab moral
dan legal terhadap seorang ibu.

Kehadiran Islam melalui risalah Nabi Muhammad saw. membawa sebuah revolusi
moral yang fundamental. Kedatangan Islam kemudian menghapus praktik-praktik
jahiliyah tersebut dan mengangkat martabat perempuan serta anak sebagai subjek
kemanusiaan yang utuh. Keberadaan transformasi ini merupakan tonggak awal
peradaban yang kemudian berorientasi pada nilai keadilan dan juga kasih sayang.

2. Historisitas Perempuan-Anak di Indonesia: Dari Kolonialisme hingga
Emansipasi

Perjalanan perempuan Indonesia mencerminkan kompleksitas, jika kita melihat
perkembangan status mereka dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga era modern, di
mana isu-isu patriarki, ketidaksetaraan gender dan marginalisasi masih menjadi
tantangan siginifikan (Darwis, 2020). Pada era pra-kolonial Indonesia, beberapa
perempuan memiliki peran ekonomi dan sosial yang signifikan. Catatan sejarah
didominasi perspektif maskulin menyebabkan kontribusi perempuan menjadi kurang
terekam. Masa kolonial membawa dehumanisasi baru, perempuan-perempuan Indonesia
mengalami diskriminasi berlapis dan wujudnya sebagai penduduk yang terjajah. Hanya
perempuan dari kalangan bangsawan atau keluarga pegawai pemerintah yang kemudian
memiliki kesempatan bersekolah, sementara mayoritas perempuan Indonesia tetap
berada dalam keterbatasan akses pendidikan dan kemandirian, terjebak dalam tradisi
lama yang merugikan, seperti yang tercemin dalam konsep “konco wingking” yang
mengakar kuat (Adinugraha, 2018).

Tiitik balik datang pada awal abad ke-20, ketika kesadaran nasional berkembang
bersamaan dengan kesadaran gender. Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22-
26 Desember 1928 di Yogyakarta, menjadi momentum penting dalam Sejarah Gerakan



Perempuan di Indonesia. Dalam kongres ini, dirumuskan 3 tuntutan kepada pemerintah
kolonial Pertama, penambahan sekolahan untuk anak Perempuan. Kedua, penjelasan
mengenai arti taklik saat akad nikah kepada mempelai Perempuan dan Ketiga, pemberian
tunjangan kepada janda-janda dan anak yatim piatu (Millati Agustina, 2021).

Sementara itu, isu-isu terkait pembaruan hukum keluarga, seperti perkawinan di
bawah umur dan perceraian telah menjadi perhatian utama sejak Kongres Perempuan
tahun 1928. Hal ini mendorong upaya untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dalam
perkawinan dan keluarga (Yulisa et al., 2020). Perkembangan ini menandai perubahan
signifikan dalam upaya pemberdayaan perempuan, di mana rekomendasi kongres
tersebut, termasuk pendirian Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), berperan besar
dalam mendorong kesadaran gender dan kesetaraan melalui pendidikan dan advokasi
hukum. Kemunculan ini secara tidak langsung turut mendorong reformasi hukum, seperti
pembentukan Biro Konsultasi Perkawinan pada Kongres Kowani ke-3 tahun 1938 dengan
upaya merancang undang-undang perkawinan dan menetapkan batas usia perkawinan,
walaupun dalam praktiknya penyelesaian belum menunjukkan ketercapaian hingga
proklamasi kemerdekaan Indonesia (Fadhli et al., 2022). Perjuangan tersebut terlus
berlanjut hingga pasca-kemerdekaan, para perempuan Indonesia tidak hanya berjuang
untuk kemerdekaan negara akan tetapi juga untuk memenuhi hak-hak mereka sendiri
hingga era kontemporer.

Sementara itu, terkait dengan historisitas anak. konsep “Anak” di Nusantara tidak
didefinisikan berdasarkan angka usia melainkan kematangan biologis. Dalam status
sosial, pada masa tersebut anak sering dianggap sebagai “tabungan”, tenaga kerja
keluarga. Sehingga pada era kolonial banyak anak-anak dipekerjakan paksa untuk
mendukung ekonomi keluarga, bahkan tidak jarang juga dari mereka menjadi korban
eksploitasi dalam sistem kerja paksa. Tidak hanya berhenti pada kerja paksa, kondisi ini
juga diperparah dengan sebuah pandangan tradisional yang beranggapan bahwa
perempuan sudah siap menikah setelah haid tanpa mempertimbangkan dampak negatif
perkawinan dini (Syamsiyatun, 2004)

Melanjutkan konteks pernikahan anak, pada era kolonialisme, menikahkahkan anak
juga merupakan bagian dari aliansi strategis antar-keluarga untuk memperluas pengaruh
dan juga menjaga harta. Praktik tentu bukan bagian dari keputusan individu sang anak;
sebaliknya hal tersebut sering kali merupakan hasil negosiasi keluarga yang didorong
oleh kepentingan ekonomi atau status sosial yang seringkali mengabaikan kehendak atau
kesejahteraan anak perempuan. Meskipun demikian, tidak semua kalangan menerima
praktik perkawinan anak yang dikemas sebagai adat oleh pemerintah kolonial, terutama
dari partai politik dan juga organisasi Islam yang kemudian berjuang menentang praktik
tersebut (Bemmelen & Grijns, 2018).

Memasuki masa kemerdekaan, negara kemudian mengambil peran melalui UUD 1945
Pasal 34 dengan menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
oleh negara”. Termasuk juga terbitnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
meskipun secara eksplisit undang-undang tersebut bertujuan untuk menertibkan hukum



perkawinan, namun seringkali Undang-Undang Perkawinan dianggap membantu
melegalisasi pernikahan anak, adanya celah dispensasi nikah yang kemudian secara tidak
langsung memberi jalan pandangan bahwa perempuan boleh putus sekolah dan masuk
ranah domestik lebih cepat daripada laki-laki.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sepanjang sejarah, terutama dari era
pra-kolonial hingga pasca-kemerdekaan, perempuan dan anak di Indonesia senantiasa
dihadapkan pada kerentanan struktural yang berakal pada sistem, diskriminasi gender
dan ketidakdilan baik dari segi ekonomi maupun segi sosial.

C. Landasan Nilai dan Kerangka Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Pandangan Islam Terhadap Perempuan dan Anak

Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dalam Islam, memuat berbagai ayat yang
secara eksplisit membahas hak dan kewajiban perempuan serta anak, menegaskan
prinsip keadilan dan perlindungan bagi mereka dalam bingkai keluarga dan masyarakat.
Al-Qur'an memandang perempuan sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak
yang setara dengan laki-laki, setara dalam konteks ini bukan diartikan sebagai
menyamaratakan, akan tetapi menempatkan posisi sesuai dengan kodrat, kapasitas, dan
peran masing-masing dalam kehidupan sosial dan rumah tangga dengan penekanan pada
mitra yang saling melengkapi satu sama lain (Nikmah, 2020).

Perempuan di dalam al-Qur’an dihormati dan diakui kontribusinya membangun
peradaban serta diberikan hak untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kehidupan,
termasuk pendidikan pendidikan, ekonomi, dan sosial tanpa adanya diskriminasi jenis
kelamin (Rahyu & Ahmad Muzhaffar, 2022). Bahkan, Al-Qur’an secara khusus menyoroti
pentingnya pendidikan bagi perempuan, sebagaimana tertuang juga dalam kisah Ratu
Balgis yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan (Bemmelen & Grijns, 2018). Nabi
Muhammad saw. dengan tegas juga menyatakan bahwa “Menuntut ilmu adalah kewajiban
setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.” Dengan demikian, Islam
menganjurkan perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan tidak
menganggap sebagai sesuatu hal yang tabu (Syamsiyatun, 2020).

Sementara itu, anak dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah-tanggung
jawab yang diberikan Allah kepada orang tua dan masyarakat. Al-Qur'an menggunaka
istilah “walad” untuk merujuk pada anak, yang mengisyaratkan bahwa setiap anak
memiliki kedudukan mulia sejak lahir, serta menekankan pentingnya pengasuhan yang
komprehensif mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik hingga pendidikan moral maupun
spiritual (Syamsiyatun, 2020). Islam menetapkan hak-hak fundamental anak diantaranya
yaitu hak hidup dan perlindungan fisik yang artinya Islam secara mutlak melarang
eksploitasi dan penelantaran anak. Hak Kesehatan dan nutrisi, hak pendidikan dan
pengembangan potensi, hak perllindungan dari kekerasan dan hak identitas nasab,
artinya setiap anak berhak atas kejelasan garis keturunan dengan tujuan memberikan
identitas hukum dan perlindungan sosial. Hal ini sebagaimana dicontohkan juga dalam
pelarangan pembunuhan anak perempuan di masa Jahiliyah (M. Multazami et al., 2025).



Penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, perlindungan anak bukan hanya
tentang tanggung jawab keluarga, akan tetapi Masyarakat dan Negara juga mengambil
peran. Negara memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
tumbuh kembang anak, termasuk menyediakan fasilitas pendidikan dan memastikan
tidak ada anak yang tertinggal dalam mengaksesnya, serta mengupayakan legislasi yang
efektif untuk hak-hak mereka (M. Multazami et al., 2025). Hal ini sejalan dengan ajaran
[slam yang menempatkan pemimpin negara bertanggungjawab atas kesejahteraan
rakyatnya termasuk perlindungan terhadap anak-anak (Amalia Syahidah, 2024). Pada
intinya, negara memiliki kewajiban untuk menetapkan dan menjalankan hukum yang
melindungi anak dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Jika terakomodir,
maka negara telah mencerminak konsep negara sebagai penjaga keadilan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, modernisasi telah terjadi secara signifikan.
Di Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang terkait,
menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan perempuan dan
anak ke dalam kerangka sistem hukum formal, meskipun dalam praktiknya masih sering
ditemukan kendala dan tantangan dalam implementasi. Reintrepretasi ajaran agama
dapat mendukung penguatan perempuan dan anak di tengah dinamika sosial yang
kompleks (Nurlaelawati, 2010). Terakhir, penting dicatat dan sebagai tugas bersama,
bahwa tentu masih terdapat kesenjangan antara tataran normatif dan juga praktik.

2. Perempuan dan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan terhadap anak di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28B ayat (2) dengan jelas menyatakan bahwa
“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perempuan dan anak yang berada di Indonesia hari ini tidak hanya berdiri tanpa
perlindungan. Negara telah mencoba menempatkan kerangka hukum yang progressif
dengan tujuan memberikan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Diantaranya
adalah berikut

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah oleh
UU No.35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016) yang mengatur hak-hak
anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Dimana pada aturan tersebut negara fokus menghadirkan
bentuk perlindungan dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap Perempuan dalam lingkup rumah tangga.

3. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
Negara dalam konteks ini menyediakan mekanisme perlindungan dan
pemulihan korban yang komprehensif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

4. Konvensi Internasional yang digagas melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun
1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), dan melalui UU No.7



Tahun 1984, meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women).

Terbitnya berbagai undang-undang tersebut menunjukkan keseriusan
pemerintah dalam membentuk landasasn hukum yang kuat melindungi perempuan dan
anak, meskipun implementasi di lapangan masih memerlukan pengawasan dan
peningkatan komitmen dari aparat penegak hukum (Larasati & Ayu, 2020). Tentunya
peran serta masyarakat juga sangat krusial dalam mengawasi dan mendukung upaya
perlindungan ini, bagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku
(Jurnal et al., 2021) Negara dalam proses pembentukan hukum yang ada tidak hanya
berhenti pada tataran legislasi semata, melainkan juga berupaya mengimplementasikan
dan memperbarui regulasi tersebut sesuai dinamika sosial yang berkembang.

Respon negara juga perlu untuk melihat apa yang terjadi, tidak hanya bersemangat
pada pembentukan aturan namun perlu selalu melakukan pengawalan di sisi lain
persoalan yang ada di dalam masyarakat yang kemudian terus berkembang dan
menghadirkan tantangan baru dan memerlukan adaptasi maupun respon kebijakan yang
berkelanjutan, tidak hanya pada isu-isu perkawinan anak, pendidikan dan kesejahteraan
keluarga. Namun juga merespon fenomena sosial yang muncul misal kaitannya pada tren
ketakutan pernikahan dan childfree yang mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap sistem perlindungan negara.

D. Dinamika dan Kerentanan Perempuan-Anak dalam Kehidupan Sehari-hari

Membahas dinamika kerentanan perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari
berati menyoroti kompleksitas permasalahan sosial yang sering kali membuat kelompok
ini rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi, terlepas
dari kerangka hukum yang telah ada. Dinamika kerentanan yang terjadi bisa diamati dari
dua pendekatan yaitu historisitas dan kesetaraan gender, yang tidak lepas juga dari
dimensi struktural melalui norma sosial dan institusi. Dalam situasi ini menggunakan
pendekatan ditujukan agar kita dapat secara komprehensif memahami akar masalah dan
merumuskan intervensi seperti apa yang telah dilakukan oleh Negara dalam ruang
lingkup perlindungan perempuan-anak dan juga institusi keluarga.

Pendekatan historisitas menunjukkan bagaimana pola-pola patriarki yang mengakar
telah membentuk hierarki sosial di mana perempuan dan anak seringkali ditempatkan
pada posisi subordinat, sementara dimensi struktural mencakup bagaimana institusi-
institusi formal dan informal, termasuk hukum dan adat, dapat tanpa disadari
melanggengkan praktik-praktik diskriminatif. Dalam bingkai sejarah, perempuan dan
anak seringkali menjadi objek pasif dari narasi dominan, dengan suara dan pengalaman
mereka yang terpinggirkan dalam catatan-catatan formal maupun lisan (Octaviana,
2019). Sementara dari pendekatan kesetaraan gender telihat bahwa ketidaseimbangan
kekuasaan antara laki-laki dan perempuan seringkali menempatkan perempuan dan



anak pada risiko yang lebih tinggi terhadap kekerasan dan eksploitasi, termasuk
mengabaikan hak-hak dasar mereka (Hasyim et al., 2025)

Dari uraian pendekatan di atas, tentu apa yang terjadi pada hari ini bukan sesuatu hal
yang muncul secara tiba-tiba. Bicara data realitas, Mengapa marriage scary (ketakutan
pernikahan) dan childfree (bebas anak) kemudian menjadi pilihan bagi sebagian
masyarakat modern adalah sebuah refleksi kegagalan institusi perkawinan dan dukungan
sosial dalam memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang diharapkan,
ditambah lagi dengan kurangnya kepercayaan terhadap peran negara dalam
mengakomodir kebutuhan keluarga dan melindungi generasi mendatang (Fajar Irianti &
Sadat, 2025) Termasuk juga ini adalah bentuk dari akumulasi kerentanan yang terjadi
hingga hari ini.

Komnas Perempuan mencatat pada Januari-Desember 2024, tercatat ada 35.533 yang
dilaporkan. Dari sisi aktivitas, korban paling banyak adalah pelajar (40.26%), diikuti
perempuan bekerja (19,47%) dan juga ibu rumah tangga (18.86%). Sementara pada
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat
pada Agustus 2025 terdapat 17.355 kasus kekerasan di Indonesia dengan 14.919 (80.6%)
yang korbannya adalah perempuan. 33,7% korban berusia 13-17 tahun, 26,1% berusia
25-44 tahun. Sementara berdasarkan tempat kejadian, “Rumah Tangga” menjadi tempat
kejadian kekerasan yang menempati peringkat teratas sebanyak 60.1%. Di ranah digital,
kita melihat lonjakan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan jumlah 2.866
laporan.

Angka-angka yang dihadirkan pada hari ini bukan hanya sekedar statistik. Melainkan
cerminan realitas yang masih mengungkung perempuan Indonesia, bahwa tubuh
perempuan belum sepenuhannya aman bahkan dalam lingkungan terdekat mereka
sendiri. Sementara bagi masyarakat yang cerdas, angka ini tentu memicu sebuah
ketakutan yang nyata.

Ketika melihat data KDRT yang tinggi, hal ini memicu bahwa rumah tangga yang hadir
hari ini justru menjadi tempat yang tidak aman, yang kemudian memicu munculnya
istilah marriage is scary di kalangan masyarakat kita. Mereka tidak takut pada
pernikahan itu sendiri, akan tetapi mereka lebih takut pada yang kita sebut perangkap
kerentanan, takut menjadi korban yang tidak terlindungi hukum, dan juga takut memikul
beban ganda tanpa adanya apresiasi.

Fenomena ini juga mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap potensi
eksploitasi dan ketidakadilan yang mungkin dialami perempuan dan anak dalam ikatan
perkawinan tradisional, di mana perlindungan hukum yang hadir saat ini seringkali
belum cukup efektif di lapangan (Ismail et al, n.d.). Pasalnya, berbagai Lembaga
perlindungan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia masih meyaksikan tingginya angka kekerasan yang menimpa
perempuan dan anak di Indonesia, meskipun telah ada ratifikasi konvensi internasional



dan juga pembentukan berbagai institusi pendukung untuk menekan laju angka
kekerasan yang terjadi (Safrudin & Rumainur, 2022)

Kaitannya dalam Hukum Islam, dalam konteks ini, reintepretasi fikih wanita serta
reaktualisasi konsep Islam terhadap Al-Qur'an dan Hadis menjadi relevan untuk
menjamin kesetaraan hak dan kebebasan bagi perempuan dan laki-laki, mengingat masih
banyak ketidakadilan terhadap perempuan maupun anak di berbagai sektor kehidupan
(Roslaili et al., 2021) Munculnya penyelesaian dengan pendekatan Hukum Islam yang
humanis berupaya menghadirkan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan
responsif terhadap isu-isu gender, yang sejalan dengan semangat kadilan dan kesetaraan
yang diusung oleh Islam (Anshor & Muttaqin, 2022).

Munculnya fenomena marriage is scary dan childfree sejalan dengan kaidah fikih dari
konsep menolak kerusakan ( da’ru al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih), di mana
seorang individu memilih untuk menghindari potensi kerugian dan ketidakadilan yang
mungkin timbul dari pernikahan atau memiliki anak, terutama jika negara yang ada hari
ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai (Syarafuddin & Fauzi, 2023)
Ketakutan ini juga bisa ditafsirkan dan sejalan dengan kaidah fikih dari hadis Nabi saw.:
La darar wa la dirar (tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh membalas
kemudaratan). Mereka menunda pernikahan bukan karena menolak sunnah, tetapi
karena takut pada kemudaratan takut menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun
ekonomi yang belum sepenuhnya terlindungi oleh sistem hukum maupun budaya
patriarki kita hari ini (Moh Najib Fak Syari et al., 2012).

Sementara kemunculan fenomena childfree (bebas anak) didasari oleh alasan yang
kompleks diantaranya terkait seperti trauma dan juga lingkungan yang dianggap semakin
tidak aman. Ini mencerminkan adanya kesadaran kritis masyarakat kita terhadap isu-isu
seperti pernikahan siri, poligami, dan kekerasan rumah tangga yang seringkali merugikan
perempuan dan anak.

Berhubungan dengan data pada 2025 melalui Sistem Informasi Online Perlindungan
Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), terdapat 143 kasus kekerasan terhadap anak, 43
korban laki-laki dan 105 korban perempuan. Melihat fakta ini, tanpa disadari turut
menjadi pemicu ketakutan bagi sebagian masyarakat untuk memiliki anak di tengah
sistem yang tidak pasti, sistem yang belum ramah anak, karena ada kekhawatiran
nantinya melahirkan generasi yang hidup dalam kerentanan, kekerasan, maupun
penelantaran.

Adanya kemunculan keputusan childfree seringkali lahir bukan karena seseorang
benci pada anak, melainkan karena rasa tanggung jawab yang tinggi di tengah sistem
pendukung negara dan sosial yang dianggap belum memadai hingga hari ini. Kerentanan
perempuan dalam ruang keluarga memicu marriage scary dan kerentanan anak di ruang
publikl memicu sebagian masyarakat memilih childfree. Tanpa disadari, ini adalah sebuah
bentuk kritik sunyi dari mereka terhadap kegagalan negara dalam menciptkan rasa aman.
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Lantas, bagaimana kita menjawab tantangan ini? untuk mewujudkan "Jejak Lestari",
kita harus menawarkan parameter keluarga yang relevan dengan tantangan era digital,
guna menghapus adanya ketakutan tersebut. Semestinya dibutuhkan parameter Keluarga
Bahagia Sejahtera Terkini yang relevan dengan era digital untuk memulihkan
kepercayaan tersebut.

Berangkat dari perspektif konflik dan fungsional, pendekatan yang integratif
diperlukan untuk memahami seperti apa dinamika kerentanan yang dihadapi oleh
perempuan-anak dari masa lampau hari ini, serta merumuskan intervensi apa saja yang
telah dilakukan oleh negara baik yang sudah efektif maupun belum efektif dan perlu
dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan berkelanjutan dalam merumuskan
kebijakan keluarga tidak hanya responsif terhadap dinamika sosial akan tetapi proaktif
dalam mencegah kerentanan perempuan dan anak.

Setidaknya ada tiga parameter baru untuk mewujudkan “Harmoni” yang
sesungguhnya:

1. Keluarga berbasis kemitraan yang artinya di era digital, keluarga sakinah tidak lagi
sebagai Lembaga hierarkis kaku, melainkan bentuk kemitraan. Suami dan istri
adalah tim. pengasuhan anak adalah bagian dari tim dan beban domestik bukan
beban istri semata, tetapi tanggung jawab bersama.

2. Perhatian pada nilai-nilai berbasis kearifan lokal di Indonesia, mewujudkan
harmoni antara hukum keluarga formal dan kearifan lokal dengan cara
reinterpretasi budaya, memaknai nilai-nilai adat yang hadir saat ini sebetulnya
telah memuliakan martabat manusia seperti perempuan dalam konteks adat turut
mengambil keputusan. Kearifan lokal tidak lagi menjadi intsrumen pelanggengan
patriarki, melainkan bertranformasi menjadi support system melindungi
kelompok rentan.

3. Hadirnya Negara sebagai "Orang Tua Asuh" Kolektif artinya keluarga tidak bisa
berjuang sendirian. Negara dalam hal ini harus hadir lewat kebijakan konkret: cuti
pengasuhan yang berimbang bagi ayah-ibu, dihadirkannya ruang-ruang laktasi,
subsidi penitipan anak, dan penegakan hukum tegas pada pelaku kekerasan
seksual (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

E. Inisiatif UIl bersama Pusat Studi Gender dan Satuan Tugas Penanganan
Kekerasan Seksual

Universitas Islam Indonesia (UIl) bersama Pusat Studi Gender menunjukkan
komitmennya dalam menjembatani aksi nyata dalam kegiatan berbasis gender. Adapun
kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024-2025 berkaitan dengan dinamika kerentanan
perempuan dan anak diantaranya adalah seperti kampanye literasi pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual. Kemudian, penguatan peran Ibu dan kader dalam
pencegahan dan penanganan stunting. Penguatan kader dan masyarakat dalam
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perawatan lansia yang memerlukan layanan jangka panjang termasuk juga sosialisasi
masjid ramah anak-lansia dan program lainnya.

Program-program yang dilaksanakan tersebut mencerminkan upaya proaktif untuk
membangun ketahanan keluarga dan masyarakat yang inklusif, yang tentunya hal ini
selaras dengan kebutuhan kontemporer serta nilai-nilai keadilan gender. Program yang
digagas oleh Pusat Studi Gender bersama UlI tentunya didasarkan pada landasan bahwa
kesetaraan gender harus disiarkan kepada publik tanpa mengabaikan keunikan budaya
dan kearifan lokal Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan
humanis.

Berkaitan dengan konteks kekerasan yang terjadi, UlIl juga telah melantik Satuan
Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Hal ini dilakukan
dengan komitmen UII sebagai pionir penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.
Bukti dari komitmen memberantas kekerasan seksual tercermin dari berbagai peraturan.
UII berusaha mempersempit ruang perilaku kekerasan seksual termasuk di lingkungan
kampus dengan harapan bahwa tidak ada lagi ruang untuk bertindak kejahatan termasuk
juga kekerasan seksual, perundungan di Universitas Islam Indonesia.

Sebagai langka jangka panjang tentunya UIl dapat menjadi model bagi upaya sinergis
antara pemerintah, akademisi dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan Harmoni Jejak
Lestari UIl. Harmoni yang dimaknai melambangkan keselarasan, sedangkan jejak lestari
yakni meninggalkan jejak yang berkelanjutan dengan upaya menjaga keseimbangan apa
yang ada disekitarnya.

F. Penutup

Memasuki bagian akhir, sebagai penutup, Harmoni untuk Jejak Lestari hanya dapat
terwujud jika kita berhasil mengubah "ketakutan" menjadi "harapan". Perlu
membuktikan kepada masyarakat dan generasi selanjutnya, bahwa ketika berada di
dalam institusi keluarga, bukan berarti nanti akan kehilangan jati diri, dan hadirnya anak
bukan berarti mewariskan penderitaan. Namun dibutuhkan prasyarat yaitu perempuan
harus dilindungi, anak harus dijaga.

Universitas Islam Indonesia, sebagai perguruan tinggi yang lahir dari nilai-nilai
perjuangan bangsa Indonesia dan berkeadilan memiliki tanggung jawab historis untuk
terus menjadi pelopor pemikiran dan aksi nyata dalam menjawab berbagai tantangan isu
serta fenomena yang terjadi di Masyarakat baik secara lokal maupun global. Semoga
Milad UII ini menjadi momentum kita untuk membangun peradaban yang ramah bagi
perempuan dan anak.

Nasrun Minallah wa Fathun Qarib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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